REPUBLIK INDONESIA

No.1182, 2019 KEMEN-ESDM. Tingkat Mutu Pelayanan. Biaya. Terkait.
Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik
Negara (Persero) Perubahan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG TINGKAT MUTU PELAYANAN
DAN BIAYA YANG TERKAIT DENGAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK
OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan penyaluran
tenaga listrik kepada Konsumen PT Perusahaan Listrik
Negara (Persero), perlu mengubah ketentuan mengenai
tingkat mutu pelayanan tenaga listrik sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu
Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran
Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber
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Mengingat

—_

Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat
Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan
Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik

Negara (Persero);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik
Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 34);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012
tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5530);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
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Menetapkan
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6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan
dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik
oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 485);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 27
TAHUN 2017 TENTANG TINGKAT MUTU PELAYANAN DAN
BIAYA YANG TERKAIT DENGAN PENYALURAN TENAGA
LISTRIK OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
(PERSERO).

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat
Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran
Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 485)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 10 Pasal 1 diubah dan di antara angka
2 dan angka 3 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 2a
dan angka 2b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang
selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan
usaha milik negara yang didirikan berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994
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2a.

2b.

tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum
(Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan
Perseroan (Persero).

Konsumen adalah setiap orang atau badan yang
membeli tenaga listrik dari PT PLN (Persero).

Lama Gangguan adalah akumulasi lama gangguan
padam yang dialami oleh Konsumen yang dihitung
sejak PT PLN (Persero) memperoleh informasi
terjadinya gangguan, baik informasi yang berasal
dari Supervisory Control and Data Acquisition
(SCADA) maupun informasi dari Konsumen, sampai
dengan tenaga listrik menyala.

Kompensasi Mutu Pelayanan Tenaga Listrik yang
selanjutnya disebut Kompensasi adalah penggantian
berupa pengurangan tagihan listrik akibat realisasi
tingkat mutu pelayanan tenaga listrik di atas
besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang
ditetapkan.

Tarif Tenaga Listrik Reguler adalah tarif tenaga listrik
disediakan oleh PT PLN (Persero) yang dibayarkan
setelah pemakaian tenaga listrik oleh Konsumen.

Tarif Tenaga Listrik Prabayar adalah tarif tenaga listrik
disediakan oleh PT PLN (Persero) yang dibayarkan
sebelum pemakaian tenaga listrik oleh Konsumen.
Biaya Penyambungan adalah biaya yang dibayar
Konsumen untuk memperoleh penyambungan
tenaga listrik atau penambahan daya.

Jaminan Langganan Tenaga Listrik adalah jaminan
berupa uang atau bank garansi yang dikeluarkan
oleh perbankan nasional atas pemakaian daya dan
energi listrik selama menjadi Konsumen.

Daya Kedapatan adalah daya yang dihitung secara
proporsional dan profesional berdasarkan alat
pembatas atau Kemampuan Hantar Arus (KHA)
suatu penghantar yang dipergunakan oleh pemakai
tenaga listrik yang kedapatan pada waktu

dilaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.
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Daya Tersambung adalah daya yang disepakati
antara PT PLN (Persero) dengan Konsumen yang
dituangkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
Biaya Sertifikasi Laik Operasi yang selanjutnya
disebut Biaya SLO adalah biaya yang dikeluarkan
oleh Konsumen dalam pelaksanaan sertifikasi
instalasi pemanfaatan tenaga listrik.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber
daya mineral.

Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan,
pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan

lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 4
Besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik
untuk indikator kecepatan pelayanan sambungan
baru tegangan rendah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf h dilaksanakan dalam jangka waktu
paling lama:
a. 5 (lima) hari kerja tanpa perluasan jaringan;
b. 15 (lima belas) hari kerja dengan perluasan
jaringan; dan
c. 25 (dua puluh lima) hari kerja dengan
penambahan trafo.
Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) termasuk pelaksanaan sertifikasi
instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan
rendah sampai dengan diterbitkannya Sertifikat Laik

Operasi.
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